BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 136 TAHUN 2918

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

. bahwa dalam rangka efesiensi, efektivitas dan

akuntabilitas pelaksanaan kegiatan lingkup Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu, maka
diperlukan Standar Operasional Prosedur sebagai
Standarisasi cara yang dilakukan Aparatur dalam
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengatur
Standar Operasional Prosedur pada Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Luwu tentang Standar Opersional
Prosedur pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu.

Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I1I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



i

5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

8. Keputusan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016
tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LUWU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1

b
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Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presdien
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik I ndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia.

. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu.

Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Luwu.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis, Kecamatan dan
Kelurahan.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD
adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu

Standar Operating Procedures yang selanjutnya disingkat SOP adalah
serangkai instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.



9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SOP pada BPKD
(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) SOP merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi
pemerintahan lingkup BPKD.

(2) Pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan SOP masing-masing kegiatan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1) Kepala BPKD wajib melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan
terhadap pelaksanaan SOP.

(2) Kepala BPKD dapat melakukan pengembangan SOP sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Dalam rangka efesiensi dan efektivitas atas pelaksanaan SOP dilakukan
evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun;

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala BPKD,
Lembaga yang berwenang melakukan evaluasi di lingkup pemerintah

daerah atau lembaga lain yang diminta bantuannya oleh Pemerintah
Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
padaytanggal 31 Desember 2015

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2918 NOMOR 136

Lenovohitamtian | 1 / vo J Perbup 2018
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LAMPIRAN :

I. DAFTAR SOP PADA BADAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 136 TAHUN 2218

STANDAR  OPERASIONAL

PROSEDUR

TANGGAL : 31 Desember 2018

PADA BADAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU

KABUPATEN LUWU

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NAMA

NOMOR

01/SOP/BPKD/XII/2018

SOP Pengelolaan Surat Masuk

SOP Pengelolaan Surat Keluar

02/SOP/BPKD/XI1/2018

SOP Penyimpanan Arsip

03/SOP/BPKD/XI1/2018

SOP Pelayanan Pimpinan

04/SOP/BPKD/XI1/2018

SOP Pelaksanaan Cuti Pegawai

05/SOP/BPKD/XII1/2018

| sop Penyusunan Rencana Strategis

06/SOP/BPKD/XII/2018

SOP Penyvusunan Rencana Kerja

07/SOP/BPKD/XII/2018

08/SOP/BPKD/XI1/2018

SOP Pengumpulan Data Kinerja

SOP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

09/SOP/BPKD/XII/2018

SOP Monitoring Kegiatan

10/SOP/BPKD/XII/2018

ol Ll Lol el Ll Ll Lt e e i =
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SOP Evaluasi Kegiatan 11/SOP/BPKD/XII/2018
SOP Penerbitan SPD 12/SOP/BPKD/XI1/2018
SOP Penerbitan SPP-UP 13/SOP/BPKD/XII/2018
SOP Penerbitan SPP-GU 14/SOP/BPKD/XI1/2018
SOP Penerbitan SPP-TU 15/SOP/BPKD/XII/2018
SOP Penerbitan SPP-LS 16 /SOP/BPKD/XII/2018 |
SOP Verifikasi SPJ 17/SOP/BPKD/XII/2018
SOP Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah | 18/SOP/BPKD/XI1/2018
Daerah i
19. | SOP Pencairan Hibah 19/SOP/BPKD/XII/2018
20. | SOP Pencairan Bantuan Sosial 20/SOP/BPKD/XI1/2018
21. | SOP Penyusunan Laporan Persediaan Barang 21/SOP/BPKD /X11/2018
22. | SOP Pembuatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) | 22/SOP/BPKD/XII/2018
| 23. | SOP Pelaksanaan Mutasi Barang 23/SOP/BPKD/XII/2018
| 24. | SOP Pelaksanaan Penghapusan Barang 24/SOP/BPKD/XII/2018
| Inventaris
| 25. | SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Daerah 25/SOP/BPKD/XI1/2018
26. | SOP Pelaksanaan Sensus Barang Daerah 26/SOP/BPKD/X11/2018

27. gOP Penyusunan Laporan Neraca Barang 27/SOP/BPKD/XII/2018
aerah
28. | SOP Penyimpanan Bukti Atas Kepemilikan 28/SOP/BPKD/XII /2018 |
Kekayaan Daerah
29. | SOP Pengamanan BMD berupa 29/SOP/BPKD/XII/2018
|| Tanah/Bangunan
| 30. | SOP P(i:nila_ian Barang Daerah 30/SOP/BPKD/XII/2018 |
31. S]SOP aLH}ibah dan Penghapusan Barang Milik 31/SOP/BPKD/XI1/2018
aer
32. E‘[;OP Pgnjualan dan Penghapusan Barang Milik 32/SOP/BPKD/XII/2018
aera
33. | SOP Penyusunan Standar Satuan Harga 33/SOP/ BPKD/XII/2018 |
34. | SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang | 34 /SOP/BPKD/XII/2018 |
Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan RKBMD
Pemeliharaan
35. | SOP Penyusunan APBD 35/SOP/BPKD/XI1/2018

| 36.

SOP Penyusunan Standar Biaya Masukan

36/SOP/BPKD/XI1/2018

37.

SOP Penyusunan Laporan Anggaran Transfer
Daerah

37/SOP/BPKD/XI1/2018




38. | SOP Penyusunan Pertanggungjawaban APBD 38/SOP/BPKD/XIi/2018

39. | SOP Pelaksanaan TP-TGR 39/SOP/BPKD/XII/2018

40. | SOP Rekonsiliasi Penerimaan PAD 40/SOP/BPKD/XI1/2018

41. | SOP \Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban |41/SOP/BPKD/XII/2018
Fungsional Bendahara SKPD

42. | SOP Penyusunan Laporan Arus Kas 42/SOP/BPKD/XI1i/2018

43. | SOP Penerbitan SP2D Belanja Langsung 43/SOP/BPKD/XI1/2018

44. | SOP Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung | 44/SOP/BPKD/XII/2018

45. | SOP Adminstrasi dan Pelaksanaan Pembayaran | 45/SOP/BPKD/XII/2018
Gaji Pegawai

46. | SOP Penayangan Informasi pada Website BPKD | 46/SOP/BPKD/XII/2018

' Kab. Luwu
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PELAKSANA _ MUTU BAKL
! Kasubid. ;
Pengendalinn & | i ; £ ; S e S 2

Pelaksanaan | (W | s | Kepal | g tan/ Kelengkapan | wakea | Output
Anggaran Belanja T : : 2 : B ;
Daerah/PPK PPKD : - S

Pengelola | Pengetota | Bendahara | Kasubag,

KEGIATAN
S ; Suraz Anggaran PPKD | Kewangan

Memeriksa dan meneliti berkas pencairan dana hibah. Jika Proposal Hibah, Rekening Penerima 5 Menit | Berkas
benar di paraf dan Jika belum dikembalikan untuk Hibxah, _.,a...n Copy KTP, Strultur . _.,m_.nm._wp: yang
diperbaiki. | Ya Organisasi, NPHD. Keputusan Bupati, telah diparaf
SPL, Kuilansi, Sural Pernyataan
X Tanggung Jawab Mutlak/Fakta
Integritas, Surat Pernyataan Telah
Menerima Hibah, SPP, SPM
Memeriksa dan meneliti berkas pencairan dana hibah, [ika | Proposal Hibah, Rekening Penerima 5 Menit Wm_.?”_.m
benar ditandatangani untuk diteruskan ke Kuasa BUD dan Hibah, Fate Copy KTP, Struktur ] Percairan yang
jika belum dikembalikan untuk diperbaiki, Organisasi, NPHD. Keputusan Bupati, telsh )
/ SPD, Kuitansi, Surat Pernyataan ditandatngani
Tanggung Jawab Mutlak/Fakta
Integritas, Surat Pernyataan Telah
Menerima Hibah, SPP, SFM

1

Tidak

Tidak

Membuat SP2D untuk pencairan di Bank ) o Proposal Hibah, Reltening Penerima 15 Menit | Pencairan Dana [Pencairan
Hibah, Foto Copy KTP, Struktur dilakukan
Organisasi, NPHD. Keputusan Bupati, melalui rekening
SPD, Kuitansi, Surat Pernyalaan masing- masing
Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Penerima Hibah
Integritas, Surat Pernyataan Telah
Menerima Hibah, SPP, SPM, 5P2D




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
SEKRETARIAT

NOMOR SOP 21/SOP/BPKD/XI11/2018

TANGGAL PEMBUATAN [27 DESEMBER 2018

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 01 JANUARI 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA BPKD
S

NIP. 19660710 199303 1 008

NAMA SOP PENYUSUNAN LAPORAN PERSEDIAAN

BARANG

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan

Tahun 2012 tentang

1.SMA/D3/S1
2. Menguasai Operasional Komputer
3. Memiliki Kemampuan Mengolah Data

4 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu
5 Peraturan Bupati Luwu Nomor 77 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
6 Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. ATK
2. Komputer
3. Printer
4. Scanner
PERINGATAN PENCATATAN / PENDATAAN

Apabila Laporan Persediaan wmqmn.m Semesteran dan Tahunan tidak dilakukan dengan baik, maka dapat
menghambat pembuatan Laporan Keuangan SKPD

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP PENYUSUNAN LAPORAN PERSEDIAAN BARANG

PELAKSANA MUTU BAKU
A Pranata Kasubag
NO KEG Barang dan Um
KPA / PPK S Persyaratan -
: Jasa (Pengurus| Kepegawalan | SCKTetaris | Kepala Badan mm_gn_s.sh il Pl o
Baran, & Hukum
1 [Menyerahkan Dokumen Pengadaan Barang Berita Acara Penerimaan 1 Meni
beserta Fisik Barang kepada Pranata Barang ———va B L
dan Jasa (Pengurus Barang). ]
2 |Menerima, memeriksa kesesuaian Jumlah = :

Berita A P : i ; = -
barang yang tertera pada Dokumen dengan . mm”..w.”_m cara Penerimaan 30 Menit mm_._ﬂm_ .ﬂnma “.um_F:Emma m.m_ ang
Fisik Barang, dokumen ditandatangani ika Tid yang sudah ditandatangani
sudah sesuai, jika tidak dikembalikan.

3 |Menginput Jumlah Barang Pengadaan K -
artu Persediaan Barang, 5 Menit  |Berita Acara Pen :

: i teradi e 4 Penyaluran Baran,
berserta Data Lainnya yang tertera di Berita Acara Penyaluran yang sudah ditandat sraly
Dokumen Pengadaan ke dalam Kartu P andatangani
Persediaan Masing-Masing Barang &
sedangkan Fisik Barang selanjutnya
disalurkan kepada PPTK untuk digunakan.

4 |Kartu Persediaan Barang kemudian Ka :

% rtu Persed 3 i ; -
dirampungkan untuk selanjutnya digunakan Konipate: me_mw_w_mﬂ_hw ng ATK,| 30 Menit Hwﬂh ”Hnmwmhw Barang dan Laporan
dalam penyusunan Laporan Persediaan ———a -

Barang Semesteran dan Tahunan.
2 MMHM”HHWMNEMHM”M”..M_“ﬂm.mﬂu%““ ﬂwﬂwﬂﬂﬁwﬂ " Laporan Persediaan Barang 30 Menit |Laporan Persediaan Barang
g : s ; 5 m— | Semesteran & Tahunan Semesteran & Tah h
benar diparaf dan diteruskan kepada a S unan yg suda
Sekretaris diparaf
6 |Meneliti dan memeriksa Laporan Persediaan L -
: sl daporan Persediaan Barang 30 Menit |Laporan Persediaan Baran
Barang Semesteran .amz Tahunan . Jika sudah Semesteran & Tahunan yg SR B Tt “m .
benar diparaf dan diteruskan kepada Kepala ETR | a sudah diparaf s ahunan yg suda
Badan untuk ditandatangani H ﬁ p diparaf
7 |Meneliti dan memeriksa Laporan Persediaan "
peien Laporan Persediaan Ba rang 30 Menit |Laporan Persediaan Baran
Wmnmnﬂwﬁ”ﬁ:—.ﬁm”mg: a.m: fauunan ik sudzh #.. ———] Semesteran & Tahunan yg Semesteran & Tahunan yg .M:er
enar ditandatangani sudah diparaf diandatanguni
8 [Menerima dan mengarsipkan Laporan T -
! meng _ aporan Persediaan Barang 5Menit |Laporan Persediaan Baran
Persediaan Barang Semesteran dan Tahunan. Semesteran & Tahunan yg Semesteran & Tahunan yg m..__u_mr
sudah ditandatangani ditandatangani




2 Peraturan Menteri Dal

Daerah

am Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerinta

han

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu

Peraturan Bupati Luwu Nomor 77 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu

NOMOR sop 22/S0P/BPKD/X11/2018

TANGGAL PEMBUATAN |27 DESEMBER 2018

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 01 JANUARI 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA BPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
IMULLAH, S
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM NIP. 19660710 199303 1 008
SEKRETARIAT
NAMA SOP PEMBUATAN KARTU INVEN TARIS
RUANGAN (KIR)
DASAR HUKUM . : . : KUALIFIKASI PELAKSANA
.H Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 1.SMA/D3/S1

2. Menguasai Operasional Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 SOP Pelaksanaan Mutasi Barang 1. ATK 3. Priniter
2, Komputer 4. Scanner
PERINGATAN PENCATATAN / PENDATAAN

Apabila pembuatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) tidak dilakukan den

gan baik, maka pengelolaan Barang
Milik Daerah akan terhambat dan berdampak pada laporan barang

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP PEMBUATAN KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)

PELAKSANA MUTU BAKU
Pranata Barang Kiubacn .
NO KEGIATAN dan Jasa/ m-&ﬂﬂ-.-.ﬂw._.—ﬁﬂ g Umum, P :
. Kepegawaian | Kepala Bada cesyaratan/ KET.
Pengurus a i : P n Waktu Output
w.._m: jawab Ruangan dan M ; Kelengkapan o
R arang

1 |Mengumpulkan data barang pada setiap ruangan dan ATK, Form KIR, Buku 2 wm::. . Data Barang

memasukkannya kedalam form KIR q/ Induk, Dokumen
Barang

2 |Memeriksa data barang yang disampaikan oleh Data Barang, Form 30 menit |Data Barang
Pranata Barang dan Jasa (Pengurus Barang). Jika \f KIR, Buku Induk
sudah benar ditandatangani dan diteruskan kepada s N Ya
Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk = N
diparaf, jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki

3 |Memeriksa data barang yang tertera pada KIR dan Data Barang Per 30 menit |KIR yang sudah
yang ada dalam ruangan tersebut. Jika sudah benar ) N Ruangan di mwmm A
diparaf, jika belum dikembalikan untuk diperbaiki Tidak /\ Ya P

4 |Memeriksa Data Barang yang tertera pada KIR yang KIR yang sudah 15 menit |KIR yang sudah
telah ditandatangani oleh Pengurus Barang dan diparaf dibariduarigat
Penanggungjawab Ruangan, dan telah diparaf oleh \AV :
Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum jika sudah Tidak
benar ditandatangani, jika belum dikembalikan untuk
diperbaiki

5 |Menempatkan KIR yang sudah ditandatangani pada KIR yang sudah 10 menit |KIR yang sudah
tempat yang mudah dibaca dan dilihat pada masing- ditandatangani ditampathan
masing ruangan

6 |Menyimpan Dokumen KIR sebagai arsip KIR yang sudah Tmenit |KIRyang sadab

A v ditandatangani diarsipkan




NOMOR SOP 23/S0P/BPKD/XI1/2018
TANGGAL PEMBUATAN |27 DESEMBER 2018
TANGGAL REVISI
; TANGGAL EFEKTIF 01 JANUARI 2019
: DISAHKAN OLEH KEPALA BPKD
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RANIM s
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM NIP. 19660710 199303 1 008
SEKRETARIAT
NAMA SOP PELAKSANAAN MUTASI BARANG
INVENTARIS
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan

4 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu

5 Peraturan Bupati Luwu Nomor 77 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

6 Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu

1. SMA/D3/51
2. Menguasai Operasional Komputer

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 SOP Pembuatan KIR 1. ATK 3. Printer
2. Komputer 4, Scanner
PERINGATAN PENCATATAN / PENDATAAN

Apabila pelaksanaan mutasi barang inventaris tidak dilaksanakan dengan baik, maka Wnceamnmmn dan
penanggungjawab barang inventaris menjadi tidak jelas

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Mengisi daftar barang inventaris yang akan dimutasi sesuai

SOP PELAKSANAAN MUTASI BARANG INVENTARIS

Agenda kerja/tupoksi,

15 menit

Draft Daftar Mutasi

format dan diajukan kepada Kasubag. Umum, Kepegawaian A } format isian, KIR, ATK, Barang

dan Hukum. Iy Dokumen Barang

Mencermati dan mengoreksi daftar barang yang akan Draft Daftar Mutasi 15 menit |Draft Daftar Mutasi
dimutasikan, Jika sudah sesuai akan diberi paraf dan xr Barang Barang

diteruskan kepada Sekretaris Jika belum sesuai akan Tidak Ya

dikembalikan dan diperbaiki sesuai arahan NS

Mencermati dan mengoreksi daftar barang yang akan Draft daftar barang yang| 15 menit |Disposisi Koreksian
dimutasikan. Jika sudah sesuai akan diberi paraf dan \\Pf dimutasi . daftar mutasi barang
diteruskan kepada Kepala Badan. Jika belum sesuai akan Tidak .f.ll Ya

dikembalikan dan diperbaiki sesuai arahan A\

Mencermati dan mengoreksi ulang daftar barang yang akan Ay Daftar barang yang akan| 5 menit |Disposisi Koreksian
dimutasikan. Jika sudah sesuai akan diberi tanda tangan. Jika \\ v dimutasi daftar mutasi barang
belum sesuai akan dikembalikan dan diperbaiki sesuai Tidak AN

arahan

Menerima daftar mutasi barang vang sudah ditandatangani Daftar barang yang akan| 5 menit |Daftar Mutasi Barang
Kepala Badan kemudian diberi nomor surat dan cap stempel dimutasi, Buku Agenda,

khusus mutasi kendaraan dinas dibuatkan Surat lzin Cap Stempel

Pemakaian yang ditandatangani oleh Pengelola Barang

(Sekretaris Daerah) yang terlebih dahulu diparaf oleh Kabid.

Aset dan Kepala Badan.

Melakukan Mutasi Barang lingkup Badan Pengelolaan Barang yang akan 20 Menit |Barang yang telah
Keuangan Daerah, dimutasi dimutasi
Mendokumentasikan daftar mutasi barang dan Surat Izin Daftar Mutasi Barang, 3 menit |Daftar Mutasi Barang,

Pemakaian.

Surat Izin Pemakaian

Surat Izin Pemalkaian




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

NOMOR SOP 24/SOP/BPKD/XII1/2018
TANGGAL PEMBUATAN |27 DESEMBER 2018
TANGGAL REVIS]

TANGGAL EFEKTIF 01 JANUARI 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA BPKD

RAHIMULLAMH, SE -
NIP. 19660710 199303 1 008

SEKRETARIAT
NAMA SOP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG
SKPD
DASAR HUKUM : 5 . :  |KUALIFIKAS] PELAKSANA
1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik |1. SMA/D3/S1
Daerah 2. Menguasai Operasional Komputer
2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan

3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu

Peraturan Bupati Luwu Nomor 77 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

5 Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 SOP Penyusunan Laporan Persediaan Barang 1.ATK 3. Printer
2 SOP Pembuatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 2. Komputer 4, Scanner
PERINGATAN : PENCATATAN / PENDATAAN

Apabila pelaksanaan penghapusan barang tidak berjalan dengan baik maka proses penghapusan barang akan
tertunda atau batal sehingga tanggungjawab pengelola BMD tidak berkurang

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG SKPD

PELAKSANA MUTU BAKU
: Pranata Barang | ; :
0 Kasubag Umum, L :
NO KEGIATAN il _mmm. Kepegawaian dan Sekretaris Kepala Badan _um_.mw.mz-.ﬁn..__ Waktu Output wEL
/Pengurus Sl Kelengkapan e S
Barang ;
1 |Menyusun dan mengkompilasi data Barang Milik Agenda kerja/tupoksi, 1 jam Kompilasi data
Daerah (BMD) yang ada dalam penguasaan KPA/KPB buku induk inventaris BMD
barang, ATK,
Dokumen Barang
2 |Menyampaikan informasi dan pengecekan langsung Agenda kerja/tupoksi, | 5 menit |[Daftar BMD yang
kepada semua bagian untuk membuat daftar barang Informasi, ATK, perlu dihapus
yang rusak berat Dokumen Barang
3 |Mengkompilasi daftar BMD yang akan dihapus Daftar BMD yang perlu| 30 menit [Konsep daftar
terutama yang tidak digunakan lagi dan membuat dihapus, Komputer, BMD yang akan
usulan penghapusan | ATK, Dokumen Barang dihapus
N
4 |Memeriksa dan menilai usulan penghapusan BMD. Surat Usulan 10 menit |Suratusulan
Jika sudah benar diberi paraf, jika tidak dikembalikan _ ;\f Ya Penghapusan BMD penghapusan
untuk diperbaiki sesuai arahan Tidak Il\
5 |Memeriksa dan menilai usulan penghapusan BMD. Surat Usulan 10 menit |Surat usulan
Jika sudah benar diberi paraf; jika tidak dikembalikan A G Penghapusan BMD penghapusan yang
untuk diperhaiki sesuai arahan Tidak S 2 sudah diparaf
6 |Memberikan penilaian atas usulan penghapusan Surat usulan 10 menit [Surat usulan
BMD. Jika usulan penghapusan benar adanya \\x penghapusan yang penghapusan yang
disetujui dan ditandatangani, jika tidak ditunda dan Tidak ./v sudah diparaf sudah
disimpan kembali ditandatangani
7 |Mengirimkan usulan penghapusan BMD yang telah Surat Usulan 5 menit |Rekomendasi atau
disetujui kepada Kabid Aset selaku pembantu Penphapusan surat penetapan
pengelola BMD untuk diteruskan kepada A v}
Bupati/Sekda




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR SOP 25/SOP/BPKD/XI11/2018

TANGGAL PEMBUATAN |27 DESEMBER 2018

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 1]JANUARI 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA BPKD

AH, S
SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PEMELIHARAAN BMD NIP. 19660710 199303 1 008
BIDANG ASET
NAMA SOP REKONSILIAS] BARANG SKPD
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Peraturan Pemerintah wmu..:_u:w Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah

5 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu

6 Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu

1.SMA/D3/s1
2. Menguasai Operasional Komputer
3. Memiliki Kemampuan Mengolah Data

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 SOP Penyusunan Laporan Neraca Barang 1. ATK 4. Aplikasi SIMDA Barang
2. Komputer
3. Printer
PERINGATAN PENCATATAN / PENDATAAN

Apabila rekonsiliasi Barang SKPD tidak dilaksanakan tepat waktu, akan menghambat penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran dan Tahunan.




SOP REKONSILIASI BARANG SKPD

PELAKSANA MUTU BAKU
Kasubid.
Pengelola Penatausahaan
NO KEGIATAN KET
Penataan Sarana| dan Kabid, Aset Kepala Badan M@-—.@mﬂ.ﬁ:\ Walktu Output -
dan Prasarana | Pemeliharaan . . o s s
: BMD

1 |Membuat Konsep Surat/Jadwal Rekonsiliasi yang ATK 1 Hari Surat Keluar,
ditujukan ke Pengurus Barang SKPD yang Jadwal
ditandatangani oleh Pengelola Barang (Sekretaris Riékarisllias
Daerah) yang terlebih dahulu diparaf oleh Kabid Aset _
dan Kepala Badan.

2 |Melakukan rekonsiliasi data BMD dengan Aplikasi SIMDA 1Jam -
penambahan atau pengurangan Daftar BMD pada PF Barang, Laporan
SKPD. Inventarisasi Barang

SKPD

3 |Membuat Berita Acara Rekonsiliasi yang \ BA Rekonsiliasi 10 Menit |[BA. Rekonsiliasi
ditandatangani Kabid, Aset dan Pengurus Barang _Iu Barang
SKPD serta diketahui oleh Kepala SKPD.

4 |Memerintahkan kepada Pengurus Barang SKPD Laporan Hasil 1 Hari Laporan Hasil
untuk menyampaikan Laporan Hasil Rekonsiliasi Ke _HUA Tidak Rekonsiliasi Rekonsiliasi
Bidang Asel.

¢

5 |Meneliti dan Memeriksa Laporan Hasil Rekonsilisi Laporan Hasil 1 Hari Laporan Hasil
BMD yang disampaikan seluruh Pengurus Barang Rekonsiliasi Rekonsiliasi
SKPD jika sudah benar disampaikan ke Kabid. Aset, N )
jika belum dikembalikan ke Pengurus Barang SKPD = W Tidak
untuk diperbaiki.

6 |Meneliti dan Memeriksa Laporan Hasil Rekonsilisi Laporan Hasil 30 Menit |Laporan Hasil
BMD yang disampaikan seluruh Pengurus Barang e Rekonsiliasi Rekonsiliasi
SKPD, Jika sudah benar diteruskan ke Kepala Badan, > Tidak
Jika belum dikembalikan untuk diperbaiki. Ya




_ PELAKSANA _MUTU BAKU
Kasubid, :
Pengelola Penatausahaan e
zo i . Penataan Sarana| dan Kabid. Aset | KepalaBadan | ﬂw_a ; EBMM Wakitu Output i
~dan Prasarana | Pemeliharaan - . s i : . 0
: : . BMD : . |
7 |Meneliti dan Memeriksa Laporan Hasil Rekonsilisi Laporan Hasil 10 Menit |Laporan Hasil
BMD yang disampaikan seluruh Pengurus Barang Rekonsiliasi Rekonsiliasi
SKPD, Jika sudah benar diteruskan ke Pengelola
Barang (Sekretaris Daerah), Jika belum dikembalikan Ya
untuk diperbaiki.
8 |Mendokumentasikan Laporan Hasil Rekonsiliasi Laporan Hasil 10 Menit |Laporan Hasil
Barang yang telah diteliti dan diketahui oleh G Rekonsiliasi Rekonsiliasi
Pengelola Barang (Sekretaris Daerah).




NOMOR SOP 26/SOP/BPKD/XI1/2018
TANGGAL PEMBUATAN |27 DESEMBER 2018
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF 1JANUARI 2019
DISAHKAN OLEH KEPALA BPKD
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAHIMULLAH, SE
SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PEMELIHARAAN BMD NIP. 19660710 199303 1 008
BIDANG ASET
NAMA SoP PELAKSANAAN SENSUS BARANG DAERAH
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah

5 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu

6 Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Kenanpgan
Daerah Kabupaten Luwu

1.SMA/D3/S1
2. Menguasai Operasional Komputer
3. Memiliki Kemampuan Mengolah Data

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 SOP Penyusunan Laporan Neraca Barang 1.ATK
2 SOP Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Komputer
3. Printer
PERINGATAN PENCATATAN / PENDATAAN

Apabila Sensus Barang tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka akan menghasilkan data inventarisasi
barang yang kurang akurat




SOP PELAKSANAAN SENSUS BARANG DAERAH

PELAKSANA MUTU BAKU
Kasubid. .
- Pengelola Penatausahaan ;
e RE-aIan Penataan Sarana dan  Kabid. Aset | Kepala Badan MM__N“NE\ Waktu ouput | KET-
dan Prasarana | Pemeliharaan s
BMD :

1 |Membentuk Tim Sensus Barang Daerah yang Daftar ASN 1 Minggu |Keputusan Bupatli

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ttg Pembentukan
Tim Sensus
Barang Daerah

2 [Menyusun jadwal pelaksanaan Sensus Barang Kalender Hari Kerja, 1Hari |Jadwal Sensus
Daerah dan disampaikan kepada SKPD untuk SK TIM Barang Daerah
dilaksanakan

3 |Menerima dan meneliti Laporan Laporan 1Bulan [Laporan
Inventarisasi/sensus Barang dari SKPD. Inventarisasi/Sensus Inventarisasi/Sens

Barang SKPD us Barang SKPD

4 |Melakukan pengecekan fisik/kesesuaian Barang Laporan 3 Bulan |Laporan
Milik Daerah dengan Laporan Inventarisasi/sensus Inventarisasi/Sensus Inventarisasi/Sens
yang disampaikan SKPD. SKPD, fisik barang us Barang SKPD

5 [|Membuat Laporan Hasil Inventarisasi/Sensus Barang Laporan Hasil 1 Bulan |Laporan Hasil
Daerah, : Inventarisasi/Sensus Inventarisasi/Sens

4 Tidak Barang Daerah us Barang Daerah

6 |Memeriksa dan meneliti Laporan Hasil Laporan Hasil 1 Minggu |Laporan Hasil
Inventarisasi/Sensus Barang Daerah, Jika sudah N ; Inventarisasi/Sensus Inventarisasi/Sens
benar diteruskan ke Kabid Aset, Jika Belum NS s Barang Daerah us Barang Daerah
dikembalikan untuk diperbaiki.

7 |Memeriksa dan meneliti Laporan Hasil Laporan Hasil 1 Minggu [Laporan Hasil
Inventarisasi/Sensus Barang Daerah, Jika sudah n fr— ) Inventarisasi/Sensus Inventarisasi/Sens
benar diteruskan ke Kepala BPKD, Jika Belum Ya Tidak Barang Daerah us Barang Daerah
dikembalikan untuk diperbaili.




PELAKSANA ~ MUTU BAKU
Pengelola | Penatausahaan . okt S il e e RET
m Hmnnb._..bz : PenataanSaranal  dan  Kabid, Aset Kepala Badan Fersvaratan/ Waktu . Output o
: ¥ it e i - . W | Kelengkapan i e
~dan Prasarana | Pemeliharaan | o ; e o e
8 |Memeriksa dan meneliti Laporan Hasil Laporan Hasil 1 Hari Laporan Hasil
Inventarissasi/Sensus Barang Daerah, Jika sudah Inventarisasi/Sensus Inventarisasi/Sens
benar diteruskan ke Pengelola Barang (Sekretaris Ya Barang Daerah us Barang Daerah
Daerah), Jika Belum dikembalikan untuk diperbaiki.
9 [Mendokumentasikan Laporan Hasil Laporan Hasil 2 Hari Buku Induk
Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah yang telah Inventarisasi/Sensus Inventarisasi (BII)
diteliti dan diketahui Pengelola Barang (Sekretaris ( ) Barang Daerah
Daerah) sebagai Buku Induk Inventarisasi (BII)




NOMOR SOP 27/SOP/BPKD/XI1/2018

TANGGAL PEMBUATAN (27 DESEMBER 2018
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF 1 JANUARI 2019
DISAHKAN OLEH KEPALA BPKD
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RA ULLA
SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PEMELIHARAAN BMD NIP. 19660710 199303 1 008
BIDANG ASET
NAMA SOP PENYUSUNAN LAPORAN NERACA
BARANG DAERAH
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomar 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu

Peraturan Bupati Luwu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu

Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu

1.SMA/D3/S1
2. Menguasai Operasional Komputer
3. Memiliki Kemampuan Mengolah Data

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1 SOP Pelaksanaan Sensus Barang Daerah
2 SOP Rekonsiliasi Barang Daerah
3 SOP Penilaian Aset

4 _SOP Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. ATK 4. Aplikasi SIMDA Barang
2, Komputer
3. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN / PENDATAAN

Apabila Penyusunan Laporan Neraca Barang terlambat dilaksanakan, maka akan menghambat penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SSOP PENYUSUNAN LAPORAN NERACA BARANG DAERAH

_ PELAKSANA MUTU BAKU
Pengelola i | ._
NO KEGIATAN Pepatagan | | oausihasn 1 Persyaratan/ : : | KET,
S - dan Kabid, Aset Kepala Badan Waktu Output e
Sarana dan ; : : s Kelengkapan - = ;
S Pemeliharaan . . T
: . : BMD ; .
1 |Menerima dan Meneliti Laporan Barang yang masuk Laporan Barang 30 Menit |Laporan Barang
dari seluruh SKPD ﬂv SKPD SKPD
2 [Memerintahkan staf untuk menyusun Neraca Barang Laporan Barang 5 Menit |Laporan Barang
Daerah berdasarkan Laporan Barang dari seluruh SKPD SKPD
SKPD
3 |Melakukan Penyusunan Neraca Barang Daerah, FI.\ . Laporan Barang 5 Menit |Neraca Barang
HL# Tidak SKPD Daerah
4 IMeneliti dan Memeriksa Neraca Barang Daerah, Jika Neraca Barang 10 Menit |Neraca Barang
sudah betul diteruskan ke Kabid Aset, Jika Belum N Tidak Daerah Daerah
dikembalikan untuk diperbaiki. ~N
5 |Meneliti dan Memeriksa Neraca Barang Daerah, Jika Neraca Barang 10 Menit |Neraca Barang
sudah betul diteruskan ke Kepala Badan, Jika Belum \./\IV! Tidak Daerah Daerah
dikembalikan untuk diperbaiki. Ya
6 |Meneliti dan Memeriksa Neraca Barang Daerah, Jika S Neraca Barang 10 Menit |Neraca Barang
sudah betul disampaikan ke Pengelola Barang . Daerah Daerah
(Sekretaris Daerah), jika belum dikembalikan untuk Ya
diperbaiki.
7 |Mendokumentasikan Neraca Barang Daerah yang Neraca Barang 5 Menit |Neraca Barang
telah diteliti dan diketahui oleh Pengelola Barang A V Daerah Daerah
(Sekretaris Daerah).




NOMOR SOP 28/S0P/BPKD/X11/2018
TANGGAL PEMBUATAN |27 DESEMBER 2018
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF 1JANUARI 2019
DISAHKAN OLEH KEPALA BPKD
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ‘
SE
SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PEMELIHARAAN BMD NIP. 19660710 199303 1 008
BIDANG ASET
NAMA SOP PENYIMPANAN BUKTI ATAS
KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH PADA
PENGELOLA BARANG
DASAR HUKUM e e _ e  |KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 1. SMA/D3/51
Negara/Daerah 2. Menguasai Operasional Komputer
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah
5 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu
6 Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu
KETERKAITAN : i . o s - |PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. ATK 3. Printer
2. Komputer 4. Brankas/Lemari Penyimpanan
PERINGATAN : e o e _ . e PENCATATAN / PENDATAAN o ;
Apabila Penyimpanan Bukti atas Kepemilikan Kekayaan Daerah tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan
mengakibatkan penatausahaan aset tidak tertib.




SOP PENYIMPANAN BUKT] ATAS KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

PELAKSANA MUTU BAKU
Kasubid.
NO KEGIATAN Pranata Barang b e Persyaratan/ KET.
; diias H_u‘__: Kabid. Aset Kepala Badan Kel pn Waktu Output
Pemeliharaan mhm..nm
BMD
1 |Memerintahkan Kepala Bidang Aset untuk bersurat Nota Dinas 1 Jam Nota Dinas
ke SKPD untuk menyerahkan seluruh
Dokumen/Bukti atas Kepemilikan BMD U
2 |Membuat Surat ke SKPD untuk Menyerahkan ATK 1Hari  |SuratKeluar yang
Dokumen/Bukti Kepemilikan Kekayaan Daerah yang ditandatangani
ditandatangani oleh Pengelola Barang (Sekretaris Pengelola Barang
Daerah) setelah diparaf oleh Kabid. Aset dan Kepala (sekretaris
Badan Daerah)
3 |Menerima Dokumen/Bukti Asli atas Kepemilikan Dokumen/Bukti 5Jam Dokumen/Bukti
BMD Kepemilikan BMD Kepemilikan BMD
4 |Meneliti dan Menyesuaikan Dokumen Tersebut Dokumen/Bukti 10 Menit |Dokumen/Bukti
dengan Fisik. s Kepemilikan BMD, Kepemilikan BMD
Fisik Barang
5 |Membuat Berita Acara Penyerahan Dokumen yang Dokumen/Bukti 10 Menit |BA Penyerahan
ditandatangani oleh Pihak yang menyerahkan Kepemilikan BMD Dokumen
Dokumen dengan Pranata Barang dan Jasa.
6 |Menyimpan Dokumen/Bukti Asli Kepemilikan BMD Dokumen Bukti 5 Menit |-
tersebut ke Tempat Penyimpanan yang telah Kepemilikan
disediakan. Kekayaan Daerah,
Tempat
Penyimpanan
Dokumen
7 |Menatausahakan Dokumen Asli Kepemilikan BMD Komputer 5 Menit  |Dokumen
sesuai SKPD masing-masing, Penatausahaan




NOMOR SOP 29/S0P/BPKD/XII/2018

Negara/Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu

Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu

TANGGAL PEMBUATAN |27 DESEMBER 2018

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 1 JANUARI 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA BPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
E *
SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PEMELIHARAAN BMD NIP. 19660710 199303 1 008
BIDANG ASET
NAMA SOP PENGAMANAN BMD BERUPA
TANAH/BANGUNAN
DASAR HUKUM : . : KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 1.SMA/D3/s1

2. Menguasai Operasional Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1.ATK 4, Stiker
2. Komputer 5. Patok
3. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN / PENDATAAN

Apabila Pengamana Aset tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengakibatkan ketidakjelasan
kepemilikan asel daerah




SOP PENGAMANAN BMD BERUPA TANAH/BANGUNAN

PELAKSANA _ MUTU BAKU
Kasubid.
; - Pemanfaatan, . i .
NO KEGIATAN Pranata Barang | Penghapusan _ e Persyaratan/ | KET.
; ; : ; ‘Waktu 0 t -
~dan Jasa dan Yabid Aset i u»&ua Kelengkapan | : S _
Pemindahtanga :
nan BMD

1 |Menerima perintah dari Pengelola Barang (Sekretaris Nota Dinas 10 Menit |-

Daerah) untuk melakukan pengamanan BMD
2 |Memerintahkan Kabid Aset untuk melakukan Nota Dinas 10 Menit |-

Pengamanan Aset.
3 |Melakukan Pengelompokan Barang Daerah yang Data Barang-barang 1Jam Daftar

akan diamankan. HL vang akan diamankan Pengelompokan

L Barang Daerah
yang akan
diamankan

4 |Melakukan Pengecekan Fisik Barang Daerah yang Daftar 1 Hari Hasil Pengecekan

akan diamankan. . d Pengelompokan Fisik Barang

D Barang Daerah yang
akan diamankan

5 |Melakukan Pengamanan Aset dengan membubuhkan Stiker, Patok Penanda 1 Jam Aset yang telah

Stiker, memasang Tanda Kepemilikan berupa Patok Batas, Tanda diamankan

Penanda Batas atau memasang tanda kepemilikan
untuk aset berupa tanah/bangunan.

Kepemilikan







didokumentasikan

wm;wm.bzb : MUTU BAKU
. Penyusun Kasubid. | .
: : | Rencana Hasil | Penatausahaan | g ton . i : e
.zc KR TelaahanUsul |  dan Kabid, Aset Kepala Badan . Ma._.mwmqwg\ Wakiun Qutput i
Penghapusan | Pemeliharaan o : elengkapan e :
i . . Barang BMD & o :
7 |Mendokumentasikan Dokumen-Dokumen Penilaian Dokumen Penilaian 10 Menit |Dokumen
Aset. Aset Penilaian Aset
yang telah




2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah

5 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu

6 Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu

NOMOR SQP 31/SOP/BPKD/XI11/2018

TANGGAL PEMBUATAN |27 DESEMBER 2018

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 1 JANUARI 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA BPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
H,SE -
SUB BIDANG PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BMD NIP. 19660710 199303 1 008
BIDANG ASET

NAMA S0P HIBAH DAN PENGHAPUSAN BARANG

MILIK DAERAH
DASAR HUKUM . : o KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 1.5MA/D3/S1
Negara/Daerah

2. Menguasai Operasional Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 SOP Penyusunan Laporan Neraca Barang Daerah 1.ATK
2. Komputer
3. Printer
PERINGATAN PENCATATAN / PENDATAAN

Apabila Hibah dan Penghapusan Barang Tidak Dilaksanakan sesuai SOP akan mengakibatkan Hibah dan
Penghapusan Barang Milik Daerah terhambat atau tidak terlaksana.




SOP HIBAH DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

PELAKSANA

MUTU BAKU
Kasubid, .
Pe
wmun”ﬂ“mnwm._ Venakky i,
NO _ﬂmm—bﬁwz Telaah Usul Penghapusan i Persyaratan/
e su dan Kabid. Aset Kepala Badan Waktu Output KET.
Penghapusan : : Kelengkapan ton
Barang Pemindahtanga
nan BMD
1 |Menerima disposisi Pimpinan atas Surat Surat Mas :
g : uk dan 10 Menit  |Surat Masuk dan
Permohonan hibah dari Pemohon. ( ) Disposisi Pimpinan Disposisi
Pimpinan
2 |Melakukan penelitian administrasi dan pemeriksaan Dokumen 7
IR R - 7 Hari Data administrasi
fisik atas barang yang akan dihibahkan Permohonan, Surat T —
Tugas hibahkan
3 |Membuat telaahan Staf atas barang yang akan Dokumen beri _
erit i
dihibahkan yang ditujukan ke Pengelola Barang Py e 7hed | Berits acara
(Sekretaris Daerah) dan Bupati
4 |Membuat Konsep Permohonan Persetujuan Hibah Surat : S—
ermoho
yang ditujukan kepada Bupati yang ditandatangani umwmmnw_:m: nat L g
oleh Pengelola Barang (Sekretaris Daerah), setelah \4..._ vquo:.o:ms
mendapat petunjuk dari Bupati. persetujuan
5 |Meriksa dan Meneliti Konsep permohonan - -
Persetujuan Hibah. Jika Sudah Betul diparaf dan .\\[ meMnW”“chmmwn 30 menit ”m_“__.mm persetujuan
diteruskan ke Kepala Badan, jika belum “ Ya Lol
dikembalikan untuk diperbaiki. Tidak A\
6 |Meriksa Konsep Persetujuan Hibah. Jika Sudah Betul SHEat pe :
rmoho 5
diparaf dan diteruskan ke Pengelola Barang umwmmﬁm_.zm: EUHM: Smenit |Surar
(Sekretaris Daerah), jika belum dikembalikan untuk Tidak tmﬁaow.o:ms
diperbaild. persetujuan hibah
7 |Mengajukan ke Bupati Persetujuan Hibah yang telah Surat permoh : =
ditandatangani oleh Pengelola Barang (Sekretaris ﬁ. s 10harl  fSurat
persetujuan hibah permohonan

Daerah).

persetujuan hibah




diarsipkan

PELAKSANA MUTU BAKU
i Kasubid.,
. : R =muu.=wh“.. sil Pemanfaatan, | : :
encana S : .
: | e P KET.
NO HREM EAN Telaah Usul ..nuuuwnﬁﬁ  Kabid.Aset | KepalaBadan | Fer %uﬂwuh Outpat
m.o..wn._.»-u.zwm.- Pemindahtanga |
: nane nan BMD : ;

8 |Membuat Rancangan Keputusan Bupati tentang Rancangan . Keputusan Bupati
Penetapan Pelaksanaan Hibah kemudian diusul ke Keputusan Bupati Luwu tentang .
Bagian Hukum untuk ditetapkan sebagai Keputusan tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Hibah
Bupati. Hibah

9 |Membuat Naskah Perjanjian Hibah antara Bupati . \ Keputusan Bupati mﬁ_m.mwuma_ma_ma
dengan Pemohon setelah mendapat persetujuan dari Luwu tentang hiba
m:v..m& Pelaksanaan Hibah

10 |Membuat Berita Acara Serah Terima Hibah antara DokumenBerita Berita acara serah
Bunati dan Penarima Hibak, acara serah terima terima antara

E ] antara Bupati dan Bupati dan
penerima hibah penerima hibah

11 |Membuat Rancangan Keputusan Bupati tentang Rancangan , Rancangan .
tentang penghapusan barang yang telah dihibahkan Keputusan Bupati Keputusan Bupati

kemudian diusul ke Bagian Hukum untuk ditetapkan tentang tentang lentang tentang

: ; hapusan barang penghapusan

sebagai Keputusan Bupati. pEng

sebagat Kepu . nu vang telah barang yang telah
dihibahkan kemudian dihibahkan
diusul ke Bagian kemudian diusul
Hukum untuk ke Bagian Hukum
ditetapkan sebagai untuk ditetapkan
Keputusan Bupati. sebagai Keputusan

Bupati,
12 |Mendokumentasikan dokumen-dokumen hibah Dokumen-Dokumen Dokumen- _
sebagai bahan informasi selanjutnya, G Hibah Dokumen Hibah
yang telah




Negara/Daerah

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah

5 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu

6 Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu

1.SMA/D3/51

NOMOR SOP 32/SOP/BPKD/XI11/2018

TANGGAL PEMBUATAN |27 DESEMBER 2018

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 1 JANUARI 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA BPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
M H, SE
SUB BIDANG PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BMD NIP. 19660710 199303 1 008
BIDANG ASET

NAMA SOP PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN

BARANG MILIK DAERAH
DASAR HUKUM . . . : KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

2. Menguasai Operasional Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 SOP Penyusunan Laporan Neraca Barang Daerah 1. ATK
2. Komputer
3. Printer
PERINGATAN PENCATATAN / PENDATAAN

Apabila Penjualan dan Penghapusan Barang Tidak Dilaksanakan sesuai SOP akan mengakibatkan Penjualan
dan Penghapusan Barang Milik Daerah terhambat atau tidak terlaksana.




SOP PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

PELAKSANA MUTU BAKU
Kasubid.
| Pemanfaatan, :
NO IEGUVIAL MMHM.“MHM 1@5&.”””5»: ~ Kabid Aset Kepala Badan MMMMHHMMM Waktu o.ln_unﬁ T
Pemindahtanga :
: nan BMD .
1 [Membentuk Tim Peneliti yang ditetapkan dengan Konsep Surat 7 hari Keputusan Bupati
Keputusan Bupati keputusan Bupati tentang Tim
tentang Tim Peneliti Peneliti atas
U atas Permohonan Permohonan
Pemindahtanganan Pemindahtangana
dan Penghapusan n dan
Barang Milik Daerah. Penghapusan
Barang Milik
Daerah.

2 |Menerima disposisi pimpinan atas surat surat Permohonan 3 hari surat
Permohonan Pemindahtanganan dan Penghapusan Pemindahtanganan Permohonan
dari SKPD. nr_l dan Penghapusan Pemindahtangana

dari SKPD, ndan
Penghapusan dari
SKPD.

3 [Bersama Tim Peneliti Melakukan penelitian Surat Tugas, 10 hari  |Berita Acara
administrasi dan pemeriksaan fisik atas barang yang Dokumen Penilaian Barang
akan dijual/dilelang.  [in _ Administrasi dan yang akan

barang yang akan dijual/dilelang
dijual/dilelang, yang telah

4 |Membuat Berita Acara hasil penelitian dan Membuat Berita 7 hari Berita Acara hasil
pemeriksaan atas barang yang akan djual/dilelang. P_ Acara hasil penelitian dan

penelitian dan pemeriksaan atas

pemeriksaan atas barang yang akan

barang yang akan djual/dilelang,
djual/dilelang.




PELAKSANA MUTU BAKU
Kasubid.
: Pemanfaatan,
NO KEGIATAN ~ Staf Pengelola | Penghapusan Persyaratan KET.
Administrasi ~ dan Kabid Aset Kepala Badan ma_mﬂnwuumh Sm.#: Sutgiay
Pemindahtanga
. nan BMD
5 |Memeriksa Berita Acara hasil penelitian Tim jika Berita Acara hasil 1 hari Berita Acara hasil
sudah betul diteruskan ke anggota Tim untuk penelitian dan penelitian dan
ditandatangani, jika belum dikembalikan untuk pemeriksaan atas pemeriksaan atas
diperbaiki dan selanjutnya disampaikan kepada n barang yang akan barang yang akan
pengelola dan Bupati sebagai bahan pertimbangan djual/dilelang, djual/dilelang
persetujuan pemindahtanganan (penjualan). vang sudah di
tanda tangani oleh
Tim Peneliti
6 |Membuat Surat Permohonan Persetujuan Surat Permohonan 3 hari Surat
penjualan/pelelangan yang ditujukan oleh Bupati. x/. Persetujuan Permohonan
penjualan/pelelanga Persetujuan
\.\ nyang ditujukan oleh penjualan/pelelan
Bupati. gan yang sudah di
7 |Memeriksa dan Meneliti Konsep Permohonan Dokumen 1 Hari Dokumen
Persetujuan Penjualan/Lelang, jika sudah betul \\f Ya Permohonan Permohonan
diteruskan ke Kepala Badan untuk diparaf. Tidak /I\ Persetujuan Persetujuan
Penjualan/Lelang Penjualan/Lelang,
8 |Memeriksa Konsep Persetujuan Pemindahtanganan Dokumen 1 Hari Dokumen
dalam bentuk Penjualan/Lelang, jika sudah betul dan ) Permohonan Permohonan
diteruskan ke Pengelola Barang (Sekretaris Daerah) Tidak Persetujuan Persetujuan
untuk ditandatangani. Penjualan/Lelang Penjualan/Lelang
9 |Mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Surat Permohonan 7 Hari Surat Permohonan
Penjualan kepada Bupati, bila disetujui dilakukan Persetujuan Persetujuan
penilaian oleh penilai. penjualan/pelelanga penjualan/pelelan
n yang ditujukan oleh gan yang
Bupati. ditujukan oleh
Bupati,
10 |Membuat Surat Permohonan Penilaian yang Surat Permohonan 5Hari  [Surat Persetujuan

ditandatangani oleh Pengelola dan ditujukan kepada
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) untuk mendapatkan Nilai Limit.

Penilaian.

Penilaian dari
KPKNL




PELAKSANA MUTU BAKU
_ Kasubid.
: Pemanfaatan,
NG ﬂnn.-‘p._.}z Wﬁ”ﬂ“ﬂmﬂ“ﬂww _um..h““Mznuu Kabid Aset Kepala Badan MM._.MW..MN.”MMM Waktu Output il
Pemindahtanga :
nan BMD
11 |Membuat Rancangan Keputusan Bupati tentang Rancangan 7 Hari Keputusan Bupati
Penetapan Nilai Limit Barang Milik Daerah yang Keputusan Bupati tentang Penetapan
akan dilelang, kemudian diajukan ke Bagian Hukum tentang Penetapan Nilai Limit Barang
untuk ditetapkan sebagai Keputusan Bupati. Nilai Limit Barang Milik Daerah yang
n Milik Daerah yang akan dilelang,
akan dilelang,
kemudian diajukan
ke Bagian Hukum
untuk ditetapkan
sebagai Keputusan
Bupati.

12 |Membuat Rancangan Keputusan Bupati tentang " Rancangan 7 Hari Keputusan Bupati
Penetapan Barang yang akan dijual, kemudian diusul D Keputusan Bupati tentang Penetapan
ke Bagian Hukum untuk ditetapkan sebagai tentang Penetapan Barang yang akan
Keputusan Bupati. Barang yang akan dijual,

dijual.

13 |Membuat Rancangan Keputusan Bupati tentang Rancangan 7 Hari Keputusan Bupati
Penunjukan Pejabat Penjual, kemudian diusul ke A Keputusan Bupati tentang
Bagian Hukum untuk ditetapkan sebagai Keputusan tentang Penunjukan Penunjukan
Bupati. Pejabat Penjual. Pejabat Penjual.

14 |Membuat Surat Permohonan Pelaksanaan Lelang Surat Permohonan 5Hari  |Surat Persetujuan
kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Pelaksanaan Lelang Pelaksanaan
Lelang (KPKNL) yang ditandatangani oleh Pengelola kepada Kantor Lelang kepada
Barang (Sekretaris Daerah), Pelayanan Kekayaan Kantor Pelayanan

ﬁ u Negara dan Lelang Kekayaan Negara
(KPKNL) yang dan Lelang
ditandatangani oleh (KPKNL)
Pengelola Barang

(Sekretaris Daerah),




PELAKSANA MUTU BAKU
Kasubid.
. A | Pemanfaatan,
_.En;,__..pz ﬂnﬁwﬂwﬁm—w _.n._w”“”ﬂmm: Kabid Aset Kepala Badan . MMN%:MH“M”HM Waktu .c_.._,.v:u.
: Pemindahtanga :
nan BMD

15 |Membuat Pengumuman Lelang secara terbuka di Pengumuman Lelang 3 Hari Pengumuman
Media Massa yang ditandatangani oleh Pengelola vang ditandatangani Lelang diMedia
Barang (Sekretaris Daerah). oleh Pengelola Massa

Barang (Sekretaris
Daerah).

16 |Mendampingi Pejabat Penjual dan Pejabat Lelang Barang barang 1 Hari Berita Acara Hasil
dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang L _ beserta kelengkapan Pelelangan
(KPKNL) dalam Kegiatan Pelaksanaan Lelang. Dokumen Lelang

17 |Membuat Rancangan Keputusan Bupati tentang Rancangan 5 Hari Keputusan Bupati
Penghapusan Barang atas barang yang telah L Keputusan Bupati tentang
dijual/lelang, kemudian diusul ke Bagian Hulum | _ tentang Penghapusan Penghapusan
untuk ditetapkan sebagai Keputusan Bupat Barang atas barang Barang atas

yang telah barang yang telah
dijual/lelang dijual/lelang

18 [Mendekomentasikan Dokumen-dokumen Dokumen-dokumen 1 Hari |Dokumen-
Penjualan/Pelelangan dan Keputusan Bupati tentang Penjualan/Pelelanga dokumen
Penghapusan sebagai bahan informasi selanjutnya. n v n dan Keputusan Penjualan/Pelelan

Bupati tentang gan dan

Penghapusan Keputusan Bupati
tentang
Penghapusan




Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerinta

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2018 tentan
Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor
Daerah Kabupaten Luwu

Nomor 35 Tahun 2012 tentang
han

g Pedoman Pengelolaan Barang Milik

(%3}

7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu

NOMOR SOP 33/S0P/BPKD/XI1/2018
TANGGAL PEMBUATAN |27 DESEMBER 2018
TANGGAL REVIS]
TANGGAL EFEKTIF 1JANUARI 2019
DISAHKAN OLEH KEPALA BPKD
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
IMU s
SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGADAAN BMD NIP. 19660710 199303 1 008
BIDANG ASET
NANA SO PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 1.SMA/D3/S1
Negara/Daerah 2. Menguasai Operasional Komputer
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
- SOP Penyusunan APBD 1. ATK
2. Komputer
3. Printer
PERINGATAN PENCATATAN / PENDATAAN

Apabila Penyusunan Standar Satuan Harga tidak dilaksanakan den

gan baik, maka akan menghambat
Penyusunan RKA.

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual




PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA

PELAKSANA MUTU BAKU
: Kasubid.
NO KEGIATAN Pengelola Bahan| Perencanaan . Persyaratan KET.
: Perencanaan | dan Pengadaan Kabid. Aset Kepala Badan xaﬂwﬂ Shapa .ﬂ Waktu Q.:.:En. :
_ _ e BMD _ _ -
1 |Membentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga Konsep SK Tim 5Hari  |Keputusan Bupati
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penyusun Standar tentang
Harga Pembentukan Tim
Penyusun Standar
Satuan Harga
Z |Melakukan Persuratan ke SKPD Terkait, untuk ATK 1Hari  |Usulan SKPD
menyampaikan Usulan Barang dan Harga, yang
ditandatangani oleh Pengelola Barang (Sekretaris \E
Daerah) dan diparaf oleh Kepala Badan dan Kabid.
Aset.
3 |Bersama Tim Aset melakukan survei harga di Surat Tugas, 15 Hari |Dokumen hasil
lapangan Dokumen Daftar survei
Barang yang akan
disurvei,
4 |Melakukan Penyusunan Rancangan Standar Satuan & Daftar Usulan Barang [ 45 Hari Rancangan
Harga berdasarkan usulan dari SKPD dan Survei dan Harga dari SKPD, Standar Satuan
harga di pasaran. Hasil Survei, Harga
Dokumen daftar
5 [Melaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Rancangan Standar 5 Jam Rancangan
Standar Satuan Harga yang dipimpin oleh Pengelola Satuan Harga Standar Satuan
Barang (Sekretaris Daerah) yang dihadiri oleh Harga
seluruh Tim Penyusun yang telah ditunjuk
berdasarkan Keputusan Bupati.
6 |Melakukan Perbaikan terhadap Rancangan Standar Rancangan Standar 30 hari  |Rancangan
Satuan Harga sesuai dengan Hasil Rapat. Satuan Harga Standar Satuan
Harga
7 |Meneliti dan Memeriksa Rancangan Standar Satuan Rancangan Standar 10 Hari  |Rancangan

Harga, Jika sudah betul diparaf dan diteruskan ke
Kabid. Aset, dan jika salah dikembalikan untuk

diperbaiki.

Satuan Harga

Standar Satuan
Harga




dalam Penyusunan RKA.

PELAKSANA MUTU BAKU
. : Kasubid, : P G ;
NO KEGIATAN Pengelola Bahan| Perencanaan : ; . : Persyaratan/ G KET,
: ; Perencanaan | dan Pengadaan xmw..m. Aset Kepala Badan Kelengkapan | Waktu an..ﬁ.:n ;
. . BMD - ; . ; .. i

8 |Meneliti dan Memeriksa Rancangan Standar Satuan 6 Rancangan Standar 1Hari |Rancangan
Harga, Jika sudah betul diparaf dan diteruskan ke ==1 Ya Satuan Harga Standar Satuan
Kepala Badan, dan jika salah dikembalikan untuk Tidak ./K Harga
diperbaiki.

9  |Meneliti dan Memeriksa Rancangan Standar Satuan Rancangan Standar 1 Hari Rancangan T
Harga, Jika sudah betul diparaf dan diteruskan ke \\,. Satuan Harga Standar Satuan
Pengelola Barang (Sekretaris Daerah), dan jika salah Tidak Harga
dikembalikan untuk diperbaiki.

10 [Mengusul ke Bagian Hukum Rancangan Standar \ Rancangan Standar 5Hari [Standar Satuan
Satuan Harga yang telah disetujui oleh Pengelola Satuan Harga Harga
Barang (Sekretaris Daerah) untuk ditetapkan dengan
Keputusan Bupati,

11 |Mendokumentasikan/Menyampaikan Standar Satuan ,_\ Standar Satuan Harga| 15 Hari |Standar Satuan
Harga ke Seluruh SKPD untuk dijadikan Pedoman U Harga




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR SOP 34/S0P/BPKD/X11/2018

TANGGAL PEMBUATAN |27 DESEMBER 2018

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 1 JANUARI 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA BPKD

LAH, SE
SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGADAAN BMD NIP. 19660710 199303 1 008
BIDANG ASET
NAMA SOP PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN
BARANG MILIK DAERAH (RKBEMD)
PENGADAAN DAN RKBEMD
PEMELIHARAAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 1.SMA/D3/S1

Negara/Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu

Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu

2. Menguasai Operasional Komputer
3. Memiliki Kemampuan Mengolah Data

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

SOP Penyusunan APBD

1LATK 3. Printer

2. Komputer

PERINGATAN

PENCATATAN / PENDATAAN

Apabila Penyusunan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan tidak dilaksanakan dengan baik, maka
akan menghambat Penyusunan RKA.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD) PENGADAAN DAN RKBMD PEMELIHARAAN

PELAKSANA MUTU BAKU
1Mn=unm.__._m= Kasubid.
ot Sn Kebutuhan T erencanaan Kabid. Aset Nmuw—m Badan Fersyacatan/ Waktu Output sihd
dan Pengadaan : Kelengkapan
Sarana dan
BMD
Prasarana
1 |Membuat Persuratan ke SKPD terkait Permintaan ATK 1Hari [SuratKeluar
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan yang
ditandatangani oleh Pengelola Barang (Sekretaris
Daerah) dan Diparaf oleh Kepala Badan dan Kabid.
Aset
2 |Memeriksa dan meneliti usulan RKBMD Pengadaan Daftar Usulan 30 Hari |Daftar Usulan
dan RKBMD Pemeliharaan yang masuk dari SKPD. RKBMD/RKPBMD RKBMD/RKPBMD
3 |Melaksanakan Rapat untuk menelaah RKBMD Daftar Usulan 1Hari |Rancangan
Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan yang dipimpin RKBMD/RKPBMD RKBMD/RKPBMD
oleh Pengelola Barang (Sekretaris Daerah) dengan
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang Hu
(Kepala BPKD) sekaligus mewakili Tim Anggaran dan
Pengurus Barang Pengelola,
4 |Melakukan pengecekan ke masing-masing SKPD. Surat Tugas Daftar 15 Hari |Rancangan
Untuk membandingkan tingkat kebutuhan dan Usulan RKBMD/RKPBMD
ketersediaan Barang Pada SKPD. RKBMD/RKPBMD
5 |Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Dokumen 30 Hari  |Dokumen
(RKBMD) Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan. ;![|J_ RKBMD/RKPBMD RKBMD/RKPBMD
6 |Memeriksa dan Meneliti Hasil Penyusunan Rencana Dokumen 7 Hari Dokumen
Kebutuhan Barang Milik Daerah, Jika sudah betul RKBMD/RKPBMD RKBMD/RKPBMD

diteruskan ke Kabid. Aset




PELAKSANA MUTU BAKU
H.MMM.H“.H Kasubid.
e pramian Kebutuhan ferencadan Kabid. Aset Kepala Badan tenyiaaviy Wakitu Output
- dan Pengadaan : ‘Kelengkapan e
Sarana dan :
. BMD
: Prasarana : i : .

7 |Memeriksa dan Meneliti Hasil Penyusunan Rencana Lm Dokumen 7 Hari Dokumen
Kebutuhan Barang Milik Daerah, Jika sudah betul Tidak ./ Ya RKBMD/RKPBMD RKBMD/RKPBMD
diteruskan ke Kepala Badan. \,\

8 |Memeriksa dan Meneliti Rencana Kebutuhan Barang \ Daftar 7 Hari  [Dokumen
Milik Daerah, Jika sudah betul diteruskan ke P RKBMD/RKPBMD RKBMD/RKPBMD
Pengelola Barang (Sekretaris Daerah) untuk Tidak
mendapat persetujuan, [

9 |Mendokumentasikan/Menyampaikan Rencana RKBMD/RKPBMD 5 Hari RKBMD/RKPBMD
Kebutuhan Barang yang telah disetujui oleh
Pengelola Barang ke seluruh SKPD




NOMOR SOP 35/SOP/BPKD/X11/2018
TANGGAL PEMBUATAN |27 DESEMBER 2018
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF 1 JANUARI 2019
’ DISAHKAN OLEH KEPALA BPKD
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ULLAH, SE
KEPALA PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN APBD NIP. 19660710 199303 1 008
BIDANG ANGGARAN
NAMA SOP PENYUSUNAN APBD
DASAR HUKUM KUALIFIKAS] PELAKSANA

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu

4 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah

5 Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu

1.SMA/D3/51
2. Menguasai Operasional Komputer
3. Memiliki Kemampuan Mengolah Data

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 SOP Penyusunan Standar Biaya Masukan 1. ATK 4. Aplikasi SIMDA Keuangan
2 S0P Standar Satuan Harga 2. Komputer
3 SOP Penyusunan Rencana Strategis 3. Printer
4 _SOP Penyusunan Rencana Kerja
PERINGATAN PENCATATAN / PENDATAAN

Apabila Penyusunan APBD tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menghambat proses Pelaksanaan
Program dan Kegiatan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP PENYUSUNAN APBD

PELAKSANA MUTU BAKU
Penyusun Kasubid. ; .
NO KEGIATAN  Program Penyusunandan| . . A ; Persyaratan/ j KET.
. Anggaran dan Pengesahan s A% Repan wmmmm._ Kelengkapan i e
Pelaporan APBD :
1 |Memerintahkan Staf untuk menyusun Rancangan ATK 1 Hari
2 |Menyusun Rancangan PPAS berdasarkan KUA nr_ KUA 1 Minggu |Rancangan PPAS
3 |Menyampaikan Rancangan PPAS dan KUA kepada nL Rancangan PPAS 1 Minggu |Dokumen PPAS
Kepala Daerah untuk diperiksa dan diteliti. 1 _
4 |Menyampaikan Rancangan PPAS dan KUA kepada PPAS 1 Hari Dokumen PPAS
DPRD atas Nama Pemerintah Daerah, setelah _.LU
Rancangan PPAS dan KUA diperiksa dan diteliti oleh
Kepala Daerah
5 |Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan PPAS, Nota 1 Minggu |[Dokumen PPAS
DPRD membahas Rancangan PPAS dan KUA, setelah Kesepakatan
PPAS disepakati, Bupati dan Pimpinan DPRD "
menandatangani Nota Kesepakatan, untuk digunakan nu
sebagai dasar Penyusunan Surat Edaran Bupati
tentang Pedomana Penyusunan RKA SKPD
6 |Membuat Rancangan Surat Edaran Bupati tentang ATK, PPAS, 2hari  |Surat Edaran
Pedoman Penyusunan RKA SKPD, kemudian qL Permendagri
disampaikan ke Bupati untuk ditandatatangani L
7 |Menerima dan Menggandakan Surat Edaran Bupati Dokumen Surat 2 Hari Surat Edaran
tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD setelah ncl\.. Edaran
ditandatangani oleh Bupati untuk selanjutnya
dilampirkan pada surat Permintaan RKA.




PELAKSANA MUTU BAKU
: Penyusun Kasubid. _ . ; L
NO KEGIATAN Program Penyusunan dan | Persyaratan/ : : KET.
: . ; t
Anggaran dan Pengesmhan Kabid .ﬁ:nnsnu_... xm...m_m Badan Kelengkapan ..ﬂm_m.E Outpu
. . Pelaporan APBD
8 [Membuat Persuratan ke SKPD perihal Permintaan ATK, Surat Edaran, 1 Hari  |Surat
RKA dengan melampirkan Surat Edaran Bupati Perbup Standar Biaya
tentang Pedoman Penyusunan RKA dan Peraturan Massukan
Bupati tentang Standar Biaya Masukan
9 [Menerima dan melakukan verifikasi terhadap usulan RKA-SKPD 1Hari  |RKA-SKPD
RKA dari SKPD
10 |Melaksanakan Rapat bersama Tim Anggaran RKA-SKPD 2 Minggu |Notulen Rapat
Pemerintah Daerah membahas RKA el
11 [Menyusun Rancangan APBD berdasarkan RKA ATK, RKA-SKPD 2 Minggu |[Rancangan APBD
12 |Menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD atas Dokumen Rancangan 1 Hari Dokumen RAPBD
nama Pemerintah Daerah. mu APBD
13 |Bersama Tim Anggaran, DPRD dan SKPD Teknis Dokumen Rancangan | 2 Minggu |BA Persetujuan
membahas Rancangan APBD, dan setelah Rancangan s APBD Bersama
APBD disetujui, Bupati dan Pimpinan DPRD P_
menandatangani Persetujuan Bersama
14 |Menyampaikan Rancangan APBD ke Gubernur Dokumen Rancangan 3 Hari  |Dokumen Evaluasi
Sulawesi Selatan dan Menteri Dalam Negeri untuk _IU APBD
dievaluasi.
15 |Menyempurnakan Rancangan APBD berdasarkan Hasil Evaluasi, 1 Minggu [Rancangan APBD

hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan
Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD

Rancangan APBD




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Program  |Penyusunandan| . .. oo o o |  Persyaratan/ e o RET
. Anggarandan | Pengesahan |<20i-Anggaran| KepalaBadan | yjiip,, | Waktn | Ouput | T
e : | Pelponm | APED | _. e
16 |Menyampaikan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Hasil Evaluasi, 3 Hari Hasil Evaluasi,
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan APBD Rancangan APBD
tentang APBD ke Menteri Dalam Negeri dan
Gubernur
17 |Bersama Tim Anggaran menghadiri Rapat Paripurna Rancangan APBD 1 Hari |Perda APBD dan
Penetapan Perda APBD dan Perbu Penjaharan APBD _....I_ _ Perbup
Penjabaran APBD
1B |Menyampaikan ke Bagian Hukum Perda APBD dan \ Perda APBD dan 1 Hari Perda APBD dan
Perbu Penjabaran APBD yang telah ditetapkan untuk _ | Perbup Penjabaran Perbup
di agenda sebagai Perda dan Perbu. APBD Penjabaran APBD
19 |Menyampaikan Perda APBD dan Perbu Penjabaran . Perda APBD dan 3 Hari Perda APBD dan
APBD ke Biro Hukum Provinsi untuk diregistrasi. mu Perbup Penjabaran Perbup
APBD Penjabaran APBD
20 |Mendokumentasikan dan menggandakan Perda Perda APBD dan 1 Hari Perda APBD dan
APBD dan Perbu Penjabaran APBD. ( v Perbup Penjabaran Perbup
APBD Penjabaran APBD




SOP PENYUSUNAN STANDAR BIAYA MASUKAN

Kasubid.
NO KEGIATAN Pengolah Data |Penyusunan dan P _
: =y : ersyaratan/
Penienuuinran Pehgesahan Kabid. Anggaran| Kepala BPKD Ralengh s Waktu Output KET.
S APBD :
1 [Membuat persuratan ke SKPD untuk menyampaikan ATK 1 Hari
usulan Standar Biaya Masukan U Ark - jSurat
2 |Memeriksa dan meneliti usulan Standar Biaya PMK o
Masukan yang disampaikan SKPD, kemudian qu G M.mimz mﬁ.mznmﬂ
memerintahkan Staf untuk menyusun Rancangan L Iaya dari SKPD
Standar Biaya Masukan.
3 |Menyusun Rancangan Standar Biaya Masukan PMK -
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang FHla Rancangan Perbup
Standar Biaya Masukan dan usulan dari SKPD. Mwﬁmﬁw mﬂm_“am_.
iaya Masukan
4 |Melaksanakan rapat bersama Tim Anggaran PMK -
Pemerintah Daerah membahas Rancangan Standar \/D 1 Bard Notulen Rapat
Biaya Masukan.
5 |Melakukan Perbaikan terhadap Rancangan Standar Notulen R
apat i
Biaya Masukan sesuai hasil rapat. n P 7 Hari wmzmmsmmz vmﬁccv
_I ||||| o entang Standar
Biaya Masukan
6 |Meneliti dan memeriksa Rancangan Standar Biaya Ranca :
ngan Perb :
Masukan, jika sudah benar diteruskan ke Kabid, S Ya = up ] sznm:mms Perbup
Anggaran, jika salah dikembalikan untuk diperbaiki. | Tidak A m__u,_;m:m SEatglar
\\ iaya Masukan
7 |Meneliti dan memeriksa Rancangan Standar Biaya Rincan
Perb i anc:
Masukan, jika sudah benar diteruskan ke Kepala _.|(_.|p Ya SEREEraR LY Rancangan Perbup

Badan, jika salah dikembalikan untuk diperbaiki.

Tidak

Tentang Standar
Biaya Masukan
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PELAKSANA MUTU BAKU
: Kasuhid. / .
N0 i ”ﬁﬁ. - Akuntansi b_ﬂm M_“ﬁ. Kepala Badan HM-—.MW_M“W”.M Waktu Output e
: Penerima . : :

7 |Membuat Berita Acara Rekonsiliasi antara Kasubid. Back Up Data 15 Menit |Berita Acara
Akuntansi Penerima dengan Kasubag. Keuangan Penerimaan, SPJ Rekonsiliasi
SKPD Pengelola Pendapatan dan diketahui oleh . Fungsional
Kabid Akuntansi. \ Penerimaan

8 |Meneliti dan memeriksa Berita Acara Rekonsiliasi, Berita Acara 10 Menit |Berita Acara
jika sudah benar ditandatangani dan diteruskan ke ’ Rekonsiliasi yang Rekonsiliasi yang
Kabid, Akuntansi, jika belum dikembalikan untuk Pa telah ditandatangani telah
diperbaiki. Tidak N \ Ya Kasubag. Umum ditandatangani

SKPD Pengelola Kasubid.
Penerimaan Akuntansi
Penerimaan

9 |Meneliti dan memeriksa Berita Acara Rekonsiliasi, Berita Acara 10 Menit |Berita Acara
jika sudah benar ditandatangani dan, jika belum Rekonsiliasi yang Rekonsiliasi yang
dikembalikan untuk diperbaiki. Tidak telah ditandatangani telah

Kasubid, Akuntansi ditandatangani
Penerimaan Kabid. Akuntansi
10 |Mendokumentasikan Berita Acara Rekonsiliasi, Berita Acara 5 Menit  |Berita Acara
U Rekonsiliasi yang Rekonsiliasi yang
telah ditandatangani telah
Kahid. Akuntansi ditandatangani




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR SOP 41/S0P/BPKD/X11/2018

TANGGAL PEMBUATAN |27 DESEMBER 2018

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 1 JANUARI 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA BPKD

H, SE
SUB BIDANG AKUNTANSI PENGELUARAN NIP. 19660710 199303 1 008
BIDANG AKUNTANSI
NAMASOP VERIFIKASI LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL
BENDAHARA PENGELUARAN SKPD
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu

6 Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu

1.SMA/D3/S1
2. Menguasai Operasional Komputer
3. Memiliki Kemampuan Mengolah Data

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 SOP Penyusunan Laporan Arus Kas 1.ATK 3. Printer
2. Komputer
PERINGATAN PENCATATAN / PENDATAAN

Apabila Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD tidak
dilaksanakan dengan baik, maka akan menghambat proses pencairan anggaran.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENGELUARAN SKPD

PELAKSANA MUTU BAKU
: Kasubid. :
Pengeluaran
1 |Menerima Laporan Pertanggungjawaban Fungsional - 5 Menit |Laporan
Bendahara Pengeluaran SKPD beserta lampirannya. Pertanggungjawab
U an fungsional
Bendahara
Pengeluaran
2 |Melakukan verifikasi terhadap Laporan Laporan 2 Jam Laporan
Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pertanggungjawaban Pertanggungjawab
Pengeluaran SKPD dan lampirannya, serta fungsional an fungsional
melakukan rekonsiliasi transaksi pajak, jika sudah y Bendahara Bendahara
benar dibubuhi stempel paraf dan diparaf kemudian nH_l == Pengeluaran Pengeluaran yang
diteruskan ke Kasubid. Akuntansi Pengeluaran, jika telah dibubuhi
ada yang tidak sesuai dengan aturan dikembalikan tempel paraf dan
kepada Bendahara Pengeluaran SKPD, diparaf
3 |Meneliti dan memeriksa Laporan Laporan 1Jam Laporan
Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pertanggungjawaban Pertanggungjawah
Pengeluaran SKPD dan lampirannya yang telah fungsional an fungsional
diverifikasi dan direkonsiliasi oleh Staf, jika sudah / Bendahara Bendahara
benar diparaf dan memerintahkan Staf untuk \v Pengeluaran yang Pengeluaran yang
membuat Berita Acara Rekonsiliasi Transaksi Pajak, | Tidak N telah dibubuhi telah dibubuhi
kemudian diteruskan ke Kabid. Akuntansi, jika tidalk tempel paraf dan tempel paraf dan
sesuai dengan aturan dikembalikan untuk diperbaiki. diparaf diparaf
4 |Membuat Berita Acara Rekonsiliasi Transaksi Pajak ATK 15 Menit |Berita Acara
antara Staf dan Bendahara Pengeluaran SKPD dan Rekonsiliasi
diketahui oleh Kabid. Akuntansi. Transaksi Pajak




PELAKSANA MUTU BAKU
Kasubid. A
o NESIATAN MM”MM MN Akuntansi >_Mw M._M.n-wm. Kepala Badan ﬂﬂ”ﬂﬂ“ﬂ“ Waktu Output i
Pengeluaran

5 |Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi Transaksi Berita Acara 15 Menit |Berita Acara
Pajak kemudian menyerahkan ke Bendahara Rekonsiliasi Rekonsiliasi
Pengeluaran SKPD untuk ditandatangani, dan Transaksi Pajak Transaksi Pajak
selanjutnya diserahkan ke Kasubid. Akuntansi
Pengeluaran untuk diparaf.

6 |Memaraf Berita Acara Rekonsiliasi Pajak yang telah Berita Acara 15 Menit |Berita Acara
ditandatangani oleh Staf dan Bendahara Pengeluaran Rekonsiliasi Rekonsiliasi
SKPD kemudian disampaikan ke Kabid. Akuntansi _ II__ Transaksi Pajak Transaksi Pajak
untuk ditandatangani.

7 |Memaraf Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Laporan 15 Menit |Laporan
Bendahara Pengeluaran SKPD dan Menandatangani L Pertanggungjawaban Pertanggungjawab
Berita Acara Rekonsiliasi Transaksi Pajak. = 1 _ Fungsional, Berita an Fungsional,

Acara Rekonsiliasi Berita Acara
Pajak Rekonsiliasi Pajak

8 |Mendokumentasikan Laporan Pertanggungjawaban Laporan 10 Menit |Laporan
Fungsional Bendahara beserta lampirannya seperti Pertanggungjawaban Pertanggungjawab
DTH, Register Penutupan Kas, Laporan Penutupan Hu Fungsional, Berita an Fungsional,
Kas Bulanan, BKU dan Berita Acara Transaksi Pajak. Acara Rekonsiliasi Berita Acara

Pajak Rekonsiliasi Pajak

9 |Mengembalikan Laporan Pertanggungjawaban Laporan 5 Menit |-

Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD beserta Pertanggungjawaban
lampirannya setelah diparaf oleh Kabid. Akuntansi nl_ Fungsional, Berita
untuk disampaikan ke Kuasa BUD sebagai dasar Acara Rekonsiliasi
pencairan berikutnya. Pajak
10 |Membuat Surat Teguran setiap bulan kepada ATK 1Hari |Surat Teguran

Bendahara Pengeluaran SKPD yang terlambat
menyampaikan SP] Fungsional yang diparaf oleh
Kasubid. Akuntansi Pengeluaran dan Kabid.
Akuntansi kemudian ditandatatangani oleh Kepala
Badan.

yang belum
ditandatangani




PELAKSANA MUTU BAKU
. . Kasubid. . o . .
N ; L id. ! :
NO xmn_.bab MMHMMNM Akuntansi b#ﬂﬂ.ﬂﬂ.ﬁ.. | KepalaBadan MMMWNBEH Waktu Output ey
il Pengeluaran . - s . .

11 |Menandatangani Surat ,m,m.m: ran kepada Bendahara ,_\ Surat Teguran yang 5 Menit  [Surat Teguran
Pengeluaran SKPD yang terlambat menyampaikan G belum yang telah
SP] Fungsional. ditandatangani ditandatangani

12 |Membuat Berita Acara Rekonsiliasi SP2D UP, GU, TU ATK 15 Menit Berita Acara
dan SPJ UP, GU, TU setiap semester antara Kasubid. Rekonsiliasi SP2D
Akuntansi Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan UP, GU, TU dan SPJ]
Keuangan SKPD dan diketahui oleh Kabid. Akuntansi. UP, GU, TU




PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SUB. BIDANG PENGELOLAAN KAS DAN PELAPORAN PAJAK
BIDANG PERBENDAHARAAN

NOMOR S0P 42/SOP/BPKD/XII/2018

TANGGAL PEMBUATAN |27 DESEMBER 2018

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 1 JANUARI 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA BPKD

RAHIMULLAH, SE
NIP. 19660710 199303 1 008

NAMA S0P PENYUSUNAN LAPORAN ARUS KAS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu

4 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kenangan
Daerah Kabupaten Luwu

5 Peraturan Bupati Luwu Nomor 163 Tahun 2017 tentang Kehijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu

6 Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu

1.SMA/D3/51
2. Menguasai Operasional Komputer
3. Memiliki Kemampuan Mengolah Data

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1 SOP Penerbitan SP2D Belanja Langsung 1. ATK 4. Aplikasi SIMDA Keuangan
2 SOP Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung 2. Komputer
3 SOP Rekonsiliasi Penerimaan PAD 3. Printer
PERINGATAN PENCATATAN / PENDATAAN

Apabila Penyusunan Laporan Arus Kas tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menghambat proses
Pencairan Anggaran.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP PENYUSUNAN LAPORAN ARUS KAS

PELAKSANA MUTU BAKU
_ . . _nmwm-_uma. . Kabid. i _
NO KEGIATAN Ppengolah Data | Pengelolaan Kas : : Persyaratan . KET.
LaporanKas | &m:ﬂﬂmmmﬁoqma Perbendaharaa | Kepala Badan xm_wﬂﬂrm_us h Waktu Output
i Pajak " : . .

1 |Menerima SP2D Belanja Langsung dari Kasubid. SP2D Belanja 30 Menit |SP2D Belanja
Perbendaharaan Belanja Langsung dan SP2D Belanja Langsung, SP2D Langsung, SP2D
Tidak Langsung dari Kasubid. Perbendaharaan Belanja Tidak Belanja Tidak
Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah Langsung, STS Langsung, STS
serta STS Penerimaan dari Bendahara Penerimaan Penerimaan Penerimaan
SKPD.

2 |Melakukan Rekonsiliasi Buku Kas Umum Daerah SP2D Belanja 1 Jam BKU yang belum
dalam aplikasi dengan SP2D Belanja Langsung dan Langsung, SP2D dikoreksi
Belanja Tidak Langsung serta STS Penerimaan Belanja Tidak

Langsung, 5TS
Penerimaan, Aplikasi
SIMDA Keuangan

3 |Mencetak Buku Kas Umum Daerah jika sudah terjadi BKU yang belum 2 Jam BKU yang belum
kecocokan antara SP2ZD Belanja Langsung, SP2D dikoreksi dikoreksi
Belanja Tidak Langsung, STS Penerimaan dengan nu
Buku Kas Umum Daerah, kemudian disampaikan ke
Kasubid. Pengelolaan Kas dan Pelaporan Pajak

4 |[Meneliti dan memeriksa Buku Kas Umum Daerah, \ BKU yang sudah 30 Menit |BKU yang telah
Jika sudah benar diparaf dan diteruskan ke Kabid. \PI v dikoreksi diparaf
Perbendaharaan/Kuasa BUD, jika salah dikembalikan| Tidak l/ﬂ\ 8
untuk dilakukan perbaikan

5 [Meneliti dan memeriksa Buku Kas Umum Daerah, \ BKU yang telah 30 Menit |BKU yang telah
Jika sudah benar ditandatangani, Jika salah b diparaf ditandatangani
dikembalikan untuk dilakukan perbaikan Tidak

6 |Menggandakan dan menjilid setra BKU yang telah 3 Jam BKU yang telah
Mendokumentasikan Buku Kas Umum Daerah. nU ditandatangani dijilid




NOMOR SOP 43/50P/BPKD/XI1/2018
TANGGAL PEMBUATAN |27 DESEMBER 2018
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF 1JANUARI 2019
DISAHKAN OLEH KEPALA BPKD
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SE
KASUBID PERBENDAHARAAN BELANJA LANGSUNG NIP. 19660710 199303 1 008
BIDANG PERBENDAHARAAN
NAMASOR PENERBITAN SP2D BELANJA LANGSUNG
DASAR HUKUM : - | KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,  |1. SMA/D3/S1
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun |2. Menguasai Operasional Komputer
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang 3. Memiliki Kemampuan Mengolah Data
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu

4 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu

5 Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kahupaten Luwu

KETERKAITAN : : S PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 S0P Penyusunan Laporan Arus Kas LATK 4. Aplikasi SIMDA Keuangan
2 SOP Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara SKPD 2. Komputer
3. Printer
PERINGATAN ; . . PENCATATAN / PENDATAAN

Apabila Penerbitan SP2D Belanja Langsung tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menghambat proses |Disimpan sebagai data elektronik dan manual
pencairan anggaran.




SOP PENERBITAN SP2D BELANJA LANGSUNG

PELAKSANA MUTU BAKU
! Kasubid. :
NO KEGIATAN Analis Perbendaharaa Kabid. Persyaratan/ KET.
Perbendaharaan nBelanja | Perbendaharaan | €Pala BPKD Kelengkapan Wik e
Langsung

1 |Menerima SPM dan lampirannya dari Pengguna SPM dari SKPD dan 10 menit |Dokumen SPM
Anggaran ﬂ kelengkapannya

2 |Meneliti dan menganalisa kelengkapan SPM, jika SPM 15 menit |SPM yang
sudah benar akan dibuatkan register SP2D, jika salah diverifikasi
akan dibuatkan surat penolakan SP2D dan
dikembalikan.

3 [Menerbitkan surat penolakan penerbitan SP2D jika SPM yang harus 15 menit |Surat Penolakan
dalam meneliti kelengkapan SPM ditemukan diperbaiki SPZD
kekurangan.

4 |Menyampaikan Surat Penolakan Penerbitan SP2D Surat Penolakan 1 hari Surat Penolakan
dan SPM kepada Pengguna Anggaran. SP2D dan SPM yang SP2D diterima

harus diperbaiki Pengguna
Anggaran
5 |Melaksanakan Register SP2D SPM yang sudah 10 menit [SPM yang sudah
diteliti ada nomor
register SP2D nya

6 |Menerbitkan SP2D, kemudian disampaikan ke SPM yang sudah ada 15 menit  [SP2D

Kasbid. Perbendaharaan Belanja Langsung nomor registrasi
SPZDnya




PELAKSANA MUTU BAKU
Kasubid. | _ _ :
NO KEGIATAN Analis Perbendaharaa Kabid. Persyaratan/ . KET.
Perbendaharaan n Belanja Perbendaharaan Fooal w.u.-ﬂ.u. Kelengkapan oaan utg
: ; Langsung : : : i

7 [Meneliti dan memeriksa SP2D, jika sudah benar SP2D 10 menit  |SP2D yang sudah
diparaf dan diteruskan ke Kabid. diparaf
Perbendaharaan/Kuasa BUD, jika salah dikembalikan| Tidak NS a
untuk diperbaiki.

8 |Meneliti dan memeriksa SP2D, jika sudah benar SP2D yang sudah 15 menit |SP2D yang sudah
ditandatangani, jika salah dikembalikan untuk diparaf ditandatangani
diperbaiki. Tidak

9 |Mendokumentasikan SP2D SP2D yang sudah 15 menit |SP2D yang sudah

G ditandatangani ditandatangani




NOMOR SOP 44 /SOP/BPKD/X11/2018

TANGGAL PEMBUATAN |27 DESEMBER 2018

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 1 JANUARI 2019
DISAHKAN OLEH KEPALA BPKD
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAHIMULLAH, SE
SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BELAN]A TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN DAERAH NIP. 19660710 199303 1 008
BIDANG PERBENDAHARAAN
NAMA SOP PENERBITAN SPZD BELANJA TIDAK
LANGSUNG
DASAR HUKUM KUALIFIKAS] PELAKSANA

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu

4 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu

5 Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu

1.8MA/D3/S1
2. Menguasai Operasional Komputer

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 SOP Penerbitan SPP-LS LATK 4. Aplikasi SIMDA Keuangan
2 SOP Pencairan Hibah 2. Komputer
3 SOP Pencairan Bantuan Sosial 3. Printer
4 SOP Penyusunan Laporan Arus Kas
PERINGATAN PENCATATAN / PENDATAAN

Apabila Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung tidak dilaksanakan dengan haik, maka akan menghambat
proses pencairan anggaran.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP PENERBITAN SP2D BELANJA TIDAK LANGSUNG

PELAKSANA MUTU BAKU
Kasubid.
Knatiois Perbendahraan :
NO KEGIATAN : | Belanja Tidak Kabid. s Persyaratan/ : KET.
: ! ! : t
_umz_o-_umum.ﬁn ingidan | Perbendalieran _mmmum__m Badan Kelengiapan Waktu ~ Outpu
Pembiayaan :
Daerah

1 |Menerima SPM dan lampirannya dari Pengguna SPM dari SKPD dan 10 menit |Dokumen SPM
Anggaran ﬂ kelengkapannya

2 |Meneliti dan menganalisa kelengkapan SPM, jika SPM 15 menit [SPM yang
sudah benar akan dibuatkan register SP2D, jika salah diverifikasi
akan dibuatkan surat penolakan SP2D dan
dikembalikan.

3 |Menerbitkan surat penolakan penerbitan SP2D jika SPM yang harus 15 menit |[Surat Penolakan
dalam meneliti kelengkapan SPM ditemukan diperbaiki SP2D
kekurangan.

4 |Menyampaikan Surat Penolakan Penerbitan SP2D ) Surat Penolakan 1 hari Surat Penolakan
dan SPM kepada Pengguna Anggaran. SP2D dan SPM yang SP2D diterima

harus diperbaiki Pengguna
Anggaran
5 |Melaksanakan Register SP2D SPM yang sudah 10 menit  |SPM yang sudah
diteliti ada nomor
register SPZD nya
6 |Menerbitkan SP2ZD SPM yang sudah ada 15 menit |SP2ZD
nomor registrasi
SPZDnya




PELAKSANA MUTU BAKU
_ | Kasubid. | -
. : Aialisie | Perbendahraan . ; . :
NO  KEGIATAN : ! Belanja Tidak a1 . Persyaratan/ L e KET.
soss _un_._unsmﬂgqm.m"  Langsungdan | Perbendaharaan | Kepala Badan . Keleighuan «..._"_in Output
- Pembiayaan .. : 0 :
: _ _ _ Daerah _

7 |Meneliti dan memeriksa SP2D, jika sudah benar . _ SPZD 10 menit |SP2ZD wmmm sudah
diparaf dan diteruskan ke Kabid. diparaf
Perbendaharaan/Kuasa BUD, jika salah dikembalikan | Tidak .J\ Ya
untuk diperbaiki.

8 |Meneliti dan memeriksa SP2D, jika sudah benar SP2D yang sudah 15 menit |SP2D yang sudah
ditandatangani, jika salah dikembalikan untuk diparaf ditandatangani
diperbaiki. \

Tidak N
9 |Mendokumentasikan SP2D SP2D yang sudah 15 menit |SP2D yang sudah
B ditandatangani ditandatangani




NOMOR SOP 45/SOP/BPKD/XI[/2018

TANGGAL PEMBUATAN |27 DESEMBER 2018

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 1 JANUARI 2019

DISAHKAN OLEH KEPALA BPKD
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
R ULLAH, SE
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM NIP. 19660710 199303 1 008
SEKRETARIAT
NAMA SOP PENYUSUNAN ADMINISTRAS] DAN
PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu

Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu

1.SMA/D3/51
2. Menguasai Operasional Komputer

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 SOP Penerbitan SPP-LS 1.ATK 4. Aplikasi SIMDA Keuangan
2. Kemputer
3. Printer
PERINGATAN PENCATATAN / PENDATAAN

Apabila administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji Pegawai tidak dilaksanakan dengan cm:ﬁ_. maka
Pegawai akan lambat mendapatkan haknya.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJl PEGAWAI

PELAKSANA MUTU BAKU
Kasubag. i
NO Nmn.}ﬁ»z Pengelola Bendahara I ReuxnsaliPPIC | Sekotarts Kepala Persyaratan/ Waktu Outpat KET.
Keunangan Pengeluaran SKPD . Badan Kelengkapan ]
1 [Menerima dan menandatangani Daftar Daftar Gaji 5 menit Daftar Gaji yang
Gaji yang diterima dari Operator SIMDA telah
Gaji Pemda. ditandatangani
2 |Membuat SPP-LS Gaji beserta Daftar Gaji, SPP-LS Gaji dan |15 Menit Daftar Gaji, SPP-LS
kelengkapannya berdasarkan Daftar Gaji Tunjangan, lembar Gaji dan
kemudian diserahkan ke Bendahara penelitian kelengkapan Tunjangan, lembar
Pengeluaran untuk ditandatangani. dokumen SPP, SPD, billing penelitian
pajak kelengkapan
dokumen SPP,
SPD, billing pajak
3 |Menandatangani Daftar Gaji dan SPP-LS, Daftar Gaji, SPP-LS Gaji dan |5 Menit Daftar Gaji, SPP-LS
kemudian diserahkan ke PPK-SKPD Tunjangan,Penelitian Gaji dan
kelengkapan dokumen SPP, Tunjangan, lembar
n SPD, billing pajak penelitian
u kelengkapan
dokumen SPP,
SPD, billing pajak
4 |Memeriksa dan meneliti SPP -LS Gaji Daftar Gaji, SPP-LS Gaji dan |10 Menit Daftar Gaji, SPP-LS
beserta kelengkapannya, jika sudah benar Tunjangan,Penelitian Gaji dan
dan lengkap ditandatngani pada lembar kelengkapan dokumen SPP, Tunjangan, lembar
penelitian kelengkapan dokumen SPP dan _lp_ SPD, billing pajak penelitian
diteruskan ke Sekretaris, jika belum ./\ R kelengkapan
dikembalikan untuk diperbaiki Tidak dokumen SPF,

SPD, billing pajak




kelengkapannya ke Kuasa BUD untuk
penerbitan SP2D dan proses selanjutnya.

Tunjangan,Penelitian
kelengkapan dokumen SPP,
SPD, billing pajak, SPM, Surat
Rekomendasi Pembayaran,
Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Pengguna Anggaran,
Surat Pernyataan Pengajuan
SPP-LS

PELAKSANA - MUTU BAKU
NO KEGIATAN Pengelola | Bendahara Sasubag Kepala Persyaratan/ _ KET.
: Keuangan/PPK- | Sekretaris | Waktu Output
Kenangan Pengeluaran SKPD . .uuamn Kelengkapan
5 |Memeriksa dan meneliti SPP-LS Gaji Daftar Gaji, SPP-LS Gajidan |10 Menit Daftar Gaji, SPP-LS
beserta kelengkapannya, jika sudah benar Tunjangan,Penelitian Gaji dan
dan lengkap diteruskan ke Kepala Badan, Al kelengkapan dokumen SPP, Tunjangan, lembar
jika belum dikembalikan untuk diperbaiki 1 SPD, billing pajak penelitian
./\_ Ya kelengkapan
Tidak dokumen SPP,
SPD, hilling pajak
6 |Memeriksa dan meneliti SPP-LS Gaji Daftar Gaji, SPP-LS Gaji dan |10 Menit SPM, Surat
beserta kelengkapannya, jika sudah benar Tunjangan,Penelitian Rekomendasi
dan lengkap memerintahkan penerbitan kelengkapan dokumen 5PP, Pembayaran,
SPM dan kelengkapannya kepada PPK- i/ SPD, billing pajak, SPM, Surat Surat Pernyataan
SKPD kemudian ditandatangani yang \\V Rekomendasi Pembayaran, Tanggung Jawab
terlebih dahulu diparaf oleh PPK-SKPD Tidak N Surat Pernyataan Tanggung Pengguna
dan Sekretaris, jika belum dikembalikan Jawab Pengguna Anggaran, Anggaran, Surat
untuk diperbaiki Surat Pernyataan Pengajuan Pernyataan
SPP-LS Pengajuan SPP-LS
7 |Menyampaikan SPM Gaji beserta Daftar Gaji, SPP-LS Gaji dan |30 Menit SP2D




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN .1&5@@-0.». Bendahara basave | Kepala Persyaratan/ L e ._mm._.h
: : : Kenangan/PPK- | Sekretaris e G Waktu - Dutput
. . Keuangan Pengeluaran | SKPD : | Badan Kelengkapan e

8 |Mendokumentasikan Dokumen Daftar Gaji, SPP-LS Gaji dan |5 Menit Dakumen
Pembayaran gaji setelah Kuasa BUD Tunjangan,Penelitian Pembayaran gaji
melakukan proses transfer ke rekening kelengkapan dekumen SPP, PNS yang telah
Gaji PNS SPD, billing pajak, SPM, Surat diarsipkan

Rekomendasi Pembayaran,
Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Pengguna Anggaran,
Surat Pernyataan Pengajuan
SPP-LS




NOMOR SOP 46/S0P/BPKD/X11/2018
TANGGAL PEMBUATAN |27 DESEMBER 2018
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF 1 JANUARI 2019
DISAHKAN OLEH KEPALA BPKD
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAHIMULLAH, SE
SUB BAGIAN PROGRAM NIP. 19660710 199303 1 008
SEKRETARIAT
NAMA SOP PENAYANGAN INFORMASI PADA
WEBSITE BPKD KAB. LUWU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan Daerah Kahupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu

5 Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu

1.SMA/D3/51
2. Menguasai Operasional Komputer
3. Memiliki Kemampuan Tata Bahasa yang Baik dan Benar

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Jaringan Internet 4. Website
2. Komputer
3. Scanner

PERINGATAN PENCATATAN / PENDATAAN

Apabila penayangan informasi melalui Website terlambat ditayangkan, maka masyarakat akan kesulitan
memperoleh informasi layanan pada Kantor BPKD Kab. Luwu

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP PENAYANGAN INFORMASI PADA WEBSITE BPKD KAB. LUWU

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN o _ _ . i _ _ .
Admin Website Sekretaris Kepala Badan vm_..&ﬁ_.%m:\ Wakiu Output
. . . Kelengkapan :

1 |Menerima permohonan penayangan dan informasi Permohonan 5 Menit  |Permohonan
dari bidang lingkup BPKD Kab. Luwu, kemudian penayangan, dokumen penayangan, dokumen
diteruskan ke Sekretaris, | ( J—of =iy Informasi. [nformasi,

2 |Melakukan Pengecekan Tata Bahasa dan Kelayakan Permohonan 2 Jam Permohonan
Informasi, jika sudah benar dan layak disampaikan ke penayangan, dokumen penayangan, dokumen
Kepala Badan, jika salah dan tidak layak —— — Informasi Informasi yang telah
dikembalikan. dikoreksi.

3 |Melakukan Pengecekan Kelayakan Informasi, jika Permohonan 2 Jam Permohonan
dianggap layak, memerintakhan Admin Website penayangan, dokumen penayangan, dokumen
untuk menayangkan informasi tersebut ke Website, ||||F1I|Av Informasi [nformasi yang telah
jika tidak layak dikembalikan. dikoreksi.

4 |Menayangkan informasi ke Website e Dokumen Informasi, 30 Menit |Dokumen Informasi

Website, Internet, vang telah final
Komputer

5 |Menginformasikan ke Pemohon bahwa informasi - 10 Menit  [Informasi yang

telah ditayangkan ditayangkan
BUPATI LUWU,

A, ZAKKAR







